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JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri terus mendorong komitmen bersama
dalam percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit
Berkelanjutan (RAD KSB). Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional
Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (Rakornas RAN KSB) yang
dilaksanakan di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, beberapa waktu lalu. 



“Bagi daerah yang belum memiliki RAD KSB, untuk segera menyusun. Ini
merupakan upaya menghasilkan kesepahaman, komitmen, serta percepatan
pengelolaan kelapa sawit yang telah terinternalisasi dalam Dokumen
Perencanaan Daerah (Dokrenda),” tegas perwakilan Kemendagri, Plh. Dirjen
Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Drs. Amran, M.T, dalam keterangannya yang
diterima redaksi, Rabu (3/4).

Hingga saat ini, sebanyak 28 RAD KSB yang meliputi sembilan provinsi (Sumut,
Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Sulbar), serta 19
kabupaten (Tapsel, Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, Tanjab Timur, Tebo,
Sanggau, Sintang, Sekadau, Kubu Raya, Kotim, Seruyan, Kobar, Gunung Mas,
Kutai Kertanegara, Paser, Berau, dan Konawe Utara) telah memiliki RAD KSB. 

Amran juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah diperlukan
dalam perbaikan tata kelola sawit lainnya, salah satunya dengan meningkatkan
produktivitas kelapa sawit di daerahnya. 

Pada forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartanto menyampaikan bahwa kelapa sawit sebagai komoditas strategis
penggerak perekonomian perlu terus dijaga keberlanjutannya, antara lain melalui
implementasi Inpres 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB yang saat ini juga sedang
disiapkan perpanjanganya dalam bentuk Peraturan Presiden.

“Perbaikan tata kelola industri kelapa sawit nasional tidak dapat diselesaikan dan
dicapai dalam waktu lima tahun. Dengan akan berakhirnya Inpres 6/2019 - RAN
KSB akhir tahun ini, saat ini sedang dipersiapkan pengajuan izin prakarsa
kepada Bapak Presiden agar Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan (RAN KSB) dapat dipayungi dalam sebuah Peraturan Presiden,”
ucap Airlangga Hartanto. 

Selain itu, Airlangga meneruskan bahwa Pelaksanaan RAN KSB merupakan
tanggung jawab kementerian dan lembaga di tingkat pusat serta pemerintah
provinsi dan kabupaten. Diharapkan melalui Rakornas ini, diperoleh dukungan
dan komitmen semua pihak untuk saling berkolaborasi dan bersinergi dalam
memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit nasional secara menyeluruh dan
terpadu.

Rakornas RAN KSB dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian
serta dihadiri oleh KLHK, Kemendagri, Kementan dan ATR/BPN sebagai
narasumber dan 10 kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan Inpres 6/2019,
26 Perwakilan Provinsi secara offline dan 230 kabupaten/kota secara online.

Diharapkan dari Rakornas yang telah diselenggarakan informasi perkembangan
pelaksanaan Inpres 6/2019 – RAN KSB, serta meningkatkan komitmen dan
dukungan para pimpinan tertinggi kementerian/lembaga serta kepala daerah
dalam melaksanakan Inpres 6/2019 – RAN KSB salah satunya dalam
mempercepat penyusunan RAD KSB.


